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RINGKASAN

KRITERIA WANPRESTASI DAN KEWENANGAN BERTINDAK
DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL YANG DIBUAT OLEH
PT. PERTAMINA DENGAN PT. LIRIK PETROLEUM

Sengketa kontrak pada umumnya muncul sebagai akibat adanya
ketidaksepakatan, perbedaan, gangguan, kompetisi, atau ketidakseimbangan
diantara para pihak. Pada dasarnya tidak seorang atau satu pihak pun yang
menginginkan adanya atau terjadinya suatu sengketa terhadap apa yang telah
disepakati (dalam kontrak) dengan pihak lainnya. Namun demikian, haruslah
dimaklumi bahwa terjadinya sengketa tidak jarang terjadi, hanya karena hal-hal
yang sangat sepele). Ketidak-adaan pasal yang mengatur secara tegas tentang
penyelesaian sengketa ini juga akan berakibat berlarut-larutnya sengketa tersebut,
karena mereka (para pihak) harus terlebih dahulu menyetujui bagaimana cara atau
mekanisme penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif
merupakan idaman setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis, salah
satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hal demikian adalah bahwa suatu
sengketa hampir mutlak merupakan faktor penghambat perwujudan prediksi-
prediksi bisnis. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sampai saat ini penyelesaian
sengketa yang diatur dalam kontrak oleh para pihak masih berkisar pada
musyawarah untuk mufakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah: a). Apa prinsip-prinsip dasar ditetapkannya wanprestasi
dalam hubungan kontraktual; dan a). Apakah PT. PERTAMINA merupakan wakil
negara Republik Indonesia dalam membuat kontrak dengan PT. LIRIK
PETROLEUM. Penelitian ini bertipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan di bidang hukum.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor tidak
melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul
karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan
memaksa (overmacht), Akibat hukum wanprestasi adalah dia harus membayar
ganti kerugian yang diderita oleh kreditor, pemutusan kontrak disertai dengan
pembayaran ganti kerugian. PT. PERTAMINA bukanlah wakil dari negara
Republik Indonesia dalam membuat kontrak dengan PT. LIRIK PETROLEUM,
karena PT. Pertamina adalah badan hukum privat yang bertujuan mencari
keuntungan. Perseroan Terbatas adalah badan hukum karena Perseroan Terbatas
mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya dan
memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-
kewajiban orang-orang yang menjalankan, kegiatan badan-badan tersebut.
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ABSTRACT

Contract disputes generally arise as a result of disagreements, differences,
disturbance, competition, or an imbalance between the parties. Basically no one
person or any one who wants a party or the occurrence of a dispute over what
was agreed (in the contract) by the other party. In this regard, a contract dispute
between Pertamina Ltd. to the contract partners, namely Lirik Petrolleum Ltd.
where in this event PT. Pertamina has been under contract with Lirik Petrolleum
Ltd. as contained in the Enhanced QOil Recovery (EOR), in the event it was agreed
that Pertamina Ltd. will give commerciality on Field Molek, South Pulai and
North Pulai, but this obligation is not fulfilled Pertamina, Ltd. since December
21, 1998 until March 27, 2006. Based on the above, it is a formulation of the
problem in this study were: (a). What are the basic principles of the enactment of
defaults in contractual relations, and (b). Is the Pertamina, Ltd. is the
representative of the Republic of Indonesia in making a contract with Lirik
Petroleum Ltd. The purpose of this study is to analyze the basic principles of the
enactment of defaults in contractual relationships, and analyze the authority of
PT. Pertamina represent the Republic of Indonesia in making the Lirik Petrolleum
Ltd. This study normative type of legal research.

The result is there are 4 (four) kinds of default form, namely: a) do not
perform at all achievement, b) implement achievements, but not as it should be; c)
implement achievements, but not in time; d) carrying out prohibited acts in
contract law. The legal consequences of default are must repay the losses suffered
by creditors, termination of contract is accompanied by payment of compensation.
Further note that the Pertamina, Ltd. is not representative of the Republic of
Indonesia in making a contract with Lirik Petroleum Ltd, because Pertamina Ltd.
is the legal entity of private for-profit providers.

Keywords: Contract, Default, Pertamina Ltd., and Petroleum Ltd.
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1.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

a.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor tidak
melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat
timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya
keadaan memaksa (overmacht), 4 (empat) macam wujudnya, yaitu: a)
tidak melaksanakan prestasi sama sekali; b) melaksanakan prestasi, tetapi
tidak sebagaimana mestinya; ¢) melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat
pada waktunya; d) melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam hukum
kontrak. Akibat hukum wanprestasi adalah dia harus membayar ganti
kerugian yang diderita oleh kreditor, pemutusan kontrak disertai dengan
pembayaran ganti kerugian.

PT. PERTAMINA bukanlah wakil dari negara Republik Indonesia dalam
membuat kontrak dengan PT. LIRIK PETROLEUM, karena PT.
Pertamina adalah badan hukum privat yang bertujuan mencari
keuntungan. Perseroan Terbatas adalah badan hukum karena Perseroan
Terbatas mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan
pengurusnya dan memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari
hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan,
kegiatan badan-badan tersebut. Sehingga apabila terjadi kegagalan

pelaksanaan kontraktual antara PT. PERTAMINA dengan PT. LIRIK
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PETROLEUM, maka PT. LIRIK PETROLEUM dapat mengajukan

gugatan dengan dalil PT. PERTAMINA telah melakukan wanprestasi.

2. Saran

a. Seyogyanya dengan terjadinya wanprestasi oleh PT. PERTAMINA
terhadap PT. LIRIK PETROLEUM, Hakim dalam peristiwa tersebut
berpegang pada penerapan asas proporsionalitas dalam menilai
pembagian beban kewajiban bagi para pihak yang berkontrak.

b. Seyogyanya Hakim Agung dalam menilai kedudukan PT. PERTAMINA
sebagai badan hukum, sangat perlu merujuk pada teori badan hukum
sehingga dalam memberikan putusan menjadi tepat bahwa PT. Pertamina

bukanlah badan hukum publik tetapi badan hukum privat.
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